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BAB I

Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah 
 Dengan telah dilumpuhkannya pemerintahan Irak oleh pemerintahan Amerika Serikat maka terbukalah kebebasan bagi mereka para penguasa militer yang telah merebut kekuasaan di tanah yang terkenal dengan kaya akan minyaknya itu. Banyak korban yang berjatuhan, proses kegiatan infrastruktur pun tidak seperti contoh kecil yang berada di indoneia yang sekarang ini sudah berada pada era reformasi di Aceh dengan kejadian Tsunami. Dengan dalih untuk menyelidiki adanya senjata pemusnah massal, juga dengan mengklaim terdapatnya kelompok teroris pasca terjadinya kehancuran gedung kebanggaan warga negara Amerika Serikat World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001, ternyata tidak ditemukan sama sekali senjata yang membahayakan tersebut. Akan tetapi, banyak korban yang berjatuhan, yang tidak berdosa ikut menjadi serangan para tentara Amerika di Irak. Sangat menyedihkan sekali, hanya dengan memiliki ambisius yang tinggi untuk dapat menaklukan salah satu negara yang berada di Timur Tengah tersebut sudah membuat banyak korban berjatuhan, anak-anak yang tidak berdosa, para wanita, para manula yang ikut terlibat menjadi korban kekerasan tentara Amerika yang bertugas di irak ikut terbunuh atau pun terluka parah.
 Ini menandakan betapa buruknya citra Amerika dimata dunia, yang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ternyata dibalik itu semua hanya omong kosong, dan topeng belaka yang juga dikenal sebagai mesin perang yang tidak berprikemanusiaan.
 Yang pada waktu itu sangat menyulut kemarahan umat Islam di negara lain.
 Kesewenang-wenangan hukum terhadap para tahanan perang yang sudah kalah dimedan perang mereka dipermalukan dihadapan para tahanan lainnya karena pemerintah dan tentara Amerika Serikat sendiri sepertinya tidak mempunyai martabat dan tidak manusiawi.
 Bagaimana bisa menciptakan negara yang demokratis, kalau saja pemerintahannya berbuat kegilaan yang menjadi-jadi sehingga dapat dikatakan Demo crazy yakni demokrasi yang kebablasan. Hanya dengan tujuan untuk menangkap teroris dibalik serangan 9/11 (nine eleven), dan untuk menemukan senjata pemusnah massal yang berbahaya. Juga mengklaim bahwa agama Islam adalah agama teroris, sebagai ancaman bagi mereka yang non-muslim. Sebagai Pemimpin Amerika Serikat yang berkuasa sekarang ini yakni George W. Bush sangat mengecewakan Seluruh masyarakat internasional, bagaimana tidak sebagai negara pemegang hak veto yang tergabung dari 4 (empat) negara merasa sangat berkuasa sekali dalam hal mengintervensi keamanan dunia. Tanpa aba-aba melakukan tindakan kriminal perang yang sudah diluar batas prikemanusiaan. Bukan pujian yang akan mereka dapatkan yakni pada pemerintahan Amerika Serikat itu sendiri, dan semua tentaranya, melainkan cacian dan makianlah yang akan mereka dapatkan dari masyarakat internasional.
 Mendapatkan julukan sebagai Poros Setan, dan Bush sebagai Setan memang pantas atas segala kebijakan yang sudah dijalankan olehnya dan para kroni-kroninya, yang pernah dinyatakan oleh Presiden Venezuela Hugo Chavez
 karena bertingkah seolah-olah dunia ini miliknya. Dan dia juga menyatakan Bush sebagai seorang “pembual besar dan kejam”, yang semestinya ditangkap sebelum diseret ke pengadilan internasional, karena kejahatannya menjajah Irak. Karena Bush sendiri juga mendukung adanya terorisme. Terbukti dengan adanya laporan dari Amnesty International terdapat sepuluh ribu tahanan di Irak sejak tahun 2003 pada bulan maret.
 Peristiwa tersebut terjadi pasca runtuhnya rezim saddam, oleh pasukan sekutu Amerika Serikat, yang membuat hak-hak asasi manusia di negeri itu menakutkan. Juga dengan dikenal adanya teori konspirasi yang ingin mendistorsikan kebenaran umat muslim seperti dinegara Afganistan, Irak menjadi negara yang menyimpan kelompok-kelompok teroris, dan mengklaim bahwa islam itu dikaitkan dengan kekerasan, pedang, dan teroris. Bukankah  sebaliknya ketika Amerika itu sendiri yang dengan segala perangkat tempurnya yang canggih menggempur Irak dengan penuh keyakinan akan menemukan senjata yang berbahaya yaitu senjata uranium nuklir, dan para teroris sebagai dalang dibalik kasus 9/11 dari kehancuran gedung kebanggaan Amerika Serikat World Trade Centre (WTC) dengan mengorbankan banyak masyarakat sipil.
 Memang pantas sekali sepertinya mendapatkan julukan The killing field. Sebagai kalimat yang mewakili negeri 1001 malam itu. Dengan adanya invasi Amerika Serikat ke Irak dengan tuduhan adanya senjata biologis, sehingga Irak terus berdarah. Tewasnya Pemimpin spiritual Syi’ah di Irak, Ayatullah baqir Said Hakim, pada waktu pelaksanaan shalat Jum’at di Najaf. Juga beserta pengikutnya yang berjumlah sebanyak 125 orang. Meledaknya sebuah truk yang berisi bom menyerang markas besar PBB di Irak. Yang menewaskan 19 orang, juga kepala perwakilan PBB untuk pembangunan Irak, Sergio de Mello. Analis Barat mengatakan pelakunya adalah Al-Qaeda. Akan tetapi, kalau peristiwa itu terjadi di kawasan Asia dan Australia, maka pelakunya adalah Jama’ah Islamiyah. Sepertinya terdapat kesan kuat yang ingin dibentuk oleh mereka bahwa pelaku dibalik semua peristiwa bom tersebut adalah Islam fundamental. Padahal itu sangat bertentangan secara diametral dengan semangat ajaran islam yang damai. Memang tidak adil tuduhan yang diberikan. Tuduhan ini adalah bagian dari serangan paradigma yang dibangun oleh Barat terhadap Islam. Dengan banyaknya peristiwa peledakan bom dikaitkan untuk membuktikan teorinya Samuel P. Huntington dalam bukunya Clash of Civilization yang mengatakan setelah Rusia, musuh Amerika Serikat adalah Islam.
 Dengan adanya Distorsi sejarah dan opini yang didukung oleh media Barat benar-benar berhasil membuat citra Islam terpuruk. Sehingga mata dunia dibuat lupa terhadap aksi teroris sejati yang sudah terjadi. Seperti orang yang sedang memotong kuku, membuang hingus, dan meludah, peristiwa itu dianggapnya hal biasa. Bila terdapat serangan terhadap Barat dan memakan korban, dari pihak Islam kendati hanya seorang korban, maka hal itu menjadi komoditas dunia. Dengan pernyataan media bahwa kejadian tersebut sangat kejam. Sebaliknya dengan melihat aksi Amerika Serikat ke Afghanistan, Irak, dan juga sikap Israel ke Palestina yang sudah memakan korban sangat jauh lebih besar dan dibatasi publikasinya, sementara bagi para pelakunya adalah sebuah kegembiraan. Dan bagi para korban hal itu adalah peristiwa yang harus terbalaskan. Dengan adanya pidato Bush yang pernah menyatakan bahwa Iran, Irak, dan Korea Utara sebagai negara-negara poros kejahatan (axis of evil). Juga dengan kampanyenya yang ingin melawan aksi negara-negara sebagai sponsor kegiatan teroris setelah runtuhnya menara kembar WTC pada 11 September 2001 di New York ternyata sudah digali lebih dalam, dan direncanakan sebelum kejadian tersebut ada. Yang mana blue print-nya telah dibuat oleh kelompok neo konservatif, hawkish, dan yang haus akan perang, yaitu wakil presiden Amerika Serikat Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, dan penasihat Keamanan Nasional Condoleeza Rice.
 Amerika Serikat dan sekutunya telah mengecap kelompok-kelompok tertentu dan kebetulan gerakan Islam global sebagai kelompok teroris kepada Dewan Keamanan PBB sebagai gerakan perlawanan dan teroris. Amerika Serikat dan PBB sampai saat ini gagal sudah mendefinisikan terorisme. Dengan kegagalan yang dianggap sebagai keengganan mereka untuk mendefinisikan terorisme, karena sebenarnya merekalah terorisme yaitu Amerika Serikat dan PBB yang sudah bersekutu. Yang suka melakukan tindakan kekerasan dan melawan hak-hak asasi manusia terhadap gerakan negara-negara dan lawan politiknya. Presiden George W. Bush juga telah mengembangkan teori doktrin unilateralisme pre-empetive yang artinya “lebih baik menyerang daripada didahului diserang, dan Hajar dulu urusan belakangan” karena dilihat pada dua tahun yang lalu 2002-2003 George W. Bush sudah membuat keprihatinan atmosfer sopan santun dan pergaulan bangsa yang beradab. Dan bisa mengkhawatirkan serta membuat was-was banyak negara yang bisa saja sikap intervensionis Amerika Serikat berikutnya diarahkan kepada mereka. Sebagai dalang keonaran dunia dari kampanye Bush dengan antiterornya ditujukan kepada negara-negara Islam dengan tuduhan sebagai sumber dan sarang teroris, keonaran, dan mengancam perdamaian dunia karena ingin memiliki senjata pemusnah massal sesungguhnya tidak benar. Pada kenyataannya Amerika Serikat dan Israel lah yang memiliki senjata-senjata tersebut. Dan itu bagaikan maling teriak maling, lempar batu sembunyi ditangan.
 Tragisnya tuduhan Bush itu didukung data yang tanpa dasar dan akurat, bahkan penuh dengan rekayasa. Dengan dalih untuk melawan terorisme Amerika Serikat telah menyerang Afganistan. Atas dalih memusnahkan senjata pemusnah massal, Irak diserang. Akan tetapi, hingga saat ini Amerika Serikat gagal menangkap pentolan Al-Qaeda seperti Osama bin Laden. Dan Amerika Serikat pun telah menjajah Irak lebih kurang 9 bulan akan tetapi akhirnya tidak menemukan senjata pemusnah massal yang diklaim dimiliki Irak, yang menjadi serangan illegal mereka atas Irak. Pertanyaan yang mendasar setelah banyaknya negara yang menjadi korban kebohongan Bush, karena banyaknya ribuan nyawa melayang dari kebijakan militeristik, intervensionis, dan konfrontatif Bush. Maka, siapa yang harus dan layak disebut sebagai dalang keonaran dunia, dalang dan sumber terorisme, dalang ketidakadilan dan dalang ketidakadilan dunia, dalang munculnya masalah dan kekerasan internasional, dan dalang terorisme global.
 Pada kenyataannya demokratisasi dan reformasi politik Bush untuk negara-negara Islam umumnya dan negara-negara Timur Tengah, khususnya telah menjadi semacam dagelan politik. Karena janji Bush untuk reformasi politik juga belum terlihat serius. Hal ini terbukti dengan keengganan Amerika Serikat untuk mempercepat proses pemilu di Irak untuk membentuk pemerintahan Irak yang sah dari masyarakat Irak itu sendiri. Dan masih saja ditetapkan bercokolnya tentara koalisi tanpa mandat Dewan Kemanan PBB, bahkan makin banyak saja jumlah pendistribusiannya meskipun Saddam Hussein sudah ditangkap. Amerika Serikat tampaknya tidak memiliki visi dan kebijakan yang sungguh-sungguh untuk memerangi terorisme secara benar dan menyeluruh. Karena kebijakan antiteror Bush merupakan alat yang lebih untuk memaksakan kepentingan Bush dan kelompok pengusaha disekelilingnya, ketimbang kebijakan pemerintah resmi Amerika Serikat yang didukung masyarakat Amerika Serikat.
 Dengan menggunakan kekuatan senjata yang dimiliki oleh suatu komunitas bangsa untuk kepentingan dan mencapai targetnya merupakan sesuatu yang legal. Terdapat ketentuan yang layak terhadap pemakaian senjata, yaitu untuk digunakan mempertahankan hak dan kepemilikan yang terancam dirampas oleh pihak lain. Akan tetapi, sebaliknya ada pihak yang menggunakan senjata itu untuk merebut dan merampas milik orang dan untuk menyakiti lawannya dalam bentuk penggunaan yang ilegal. Di dalam perjalanan sejarah peradaban manusia, setiap bangsa memang harus mengakui eksistensi bangsa lain dan memberinya kebebasan serta mengakui kekuatannya dan persenjataannya untuk melindungi dan menjaga eksistensinya di depan semua ancaman yang akan muncul dari pihak lawan. Dan berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki kondisi politik Amerika yang kontemporer dan dikenal dengan tataran geopolitik internasional dengan nama “super power” yang untuk menggunakan lebih kekuatan senjata dan militer untuk menjadikan dunia yang berada di bawah kekuasaannya itu dengan metode otoriter. Seperti imperium yang sangat sulit ditemukan dalam perjalanan bangsa beberapa tahun silam. Karena terdapat beberapa kriteria yang pantas disandang oleh Amerika itu sendiri. Seperti memaksakan peradabannya kepada bangsa lain dan menyepelekan peradaban bangsa lain, mengembangkan kekuatan militer dan senjata dan melarang bangsa lain memilikinya, dan merampas harta dan sumber daya alam negara lain. Dengan kekuatan militer dan senjata, Amerika Serikat menggunakan strategi monopoli berbagai sumber kekuatan yang melarang pihak dan negara lain untuk menguasainya. Untuk melancarkan starteginya itu Amerika menggunakan lobi diplomatik politik dan politik pemaksaan melalui berbagai badan strategis dunia dan apabila terpaksa melawan berbagai Konvensi dan Resolusi, Amerika biasanya melepaskannya seperti mereka melawan Irak.

 Penyerangannya terhadap Irak, sudah mempertontonkan hegemoni dan arogansinya pada klimaksnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena walaupun mayoritas semua negara diseluruh dunia itu menolak, Amerika tetap ngotot untuk terus menggempur Irak walaupun menggunakan alibi yang sangat lemah. Bahkan akhir-akhir ini semua mata internasional mengetahui kebohongan Bush tentang senjata pemusnah Irak yang menjadi alasan utama serangannya. Dengan melihat konteks diktator, pemaksaan dan aksi kekerasan terhadap bangsa lain baik secara militer, ekonomi dan ilmu pengetahuan, siapakah yang berhak untuk mendapatkan julukan sebagai “terorisme” itu. Apakah bangsa yang menjajah dan yang mendukunglah yang pantas menyandangnya sebagai “terorisme” dengan berbagai kekuatan militernya.
 Untuk itu, apa sesungguhnya nilai-nilai Amerika itu, dan apakah artinya nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
 Meski adanya berton-ton masalah mengenai Hak Asasi Manusianya sendiri, Amerika Serikat terus berpegang pada sikap berperang, yang secara sembarangan menginjak kedaulatan negara-negara lain oleh pemerintah Cina dalam laporannya. Dan Amerika Serikat harusnya berkaca pada tindakannya yang salah mengenai Hak Asasi Manusia dan menangani masalah-masalah Hak Asasi Manusianya sendiri dengan serius, dan bukannya berbuat sesuka hati dengan menerbitkan ‘laporan Hak Asasi Manusia negara’ untuk mengecam negara-negara lain secara keterlaluan.

 Mengapa orang membenci Amerika
 yang ditulis oleh Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davies (2004). Apakah karena sering kali berdusta. Terdapat banyak alasan yang disebutkan oleh keduanya untuk membenci Amerika. Tiga alasan yang paling umum: Pertama, dengan adanya dukungan Amerika terhadap Israel, yang dianggap oleh Dunia Arab sebagai koloni yang dipersenjatai dan didanai oleh Amerika. Kedua, adanya dukungan Washington terhadap rezim-rezim otoriter seperti Mesir, Arab Saudi, dan Al-Jazeera. Ketiga, adanya intervensi Amerika yang sering diimplementasikan dinegara berkembang. Keduanya mengatakan alasan ini sudah begitu jelas. Kebencian terhadap Amerika sudah menjadi jangkar yang lebih. Yang mana terletak pada ketidak sanggupan yang dipaksakan kepada masyarakat dan kebudayaan lainnya untuk hidup dalam keadaan yang utuh dan bebas, dan hidup seperti yang mereka inginkan. Dari alasan inilah keduanya menemukan empat alasan utama dengan adanya kebencian terhadap Amerika. Pertama, alasan eksistensial. Amerika Serikat telah membuat bangsa lain terlalu sulit untuk bisa hidup. Kedua, alasan yang bersifat kosmologis. Di dunia sekarang yang sudah terglobalisasikan, Amerika dilihat sebagai penyebab utama segalanya. Tidak ada yang dapat bergerak tanpa Komando dari Amerika. Tidak ada yang dapat dipecahkan selain dengan restunya Amerika. Ketiga, yang bersifat ontologism. Yang berhubungan dengan sifat keberadaan itu sendiri. Dengan argumentasi-argumentasi yang menyatakan bahwa sesuatu itu ada karena berhubungan dengan konsep-konsep tertentu, dan berhubungan dengan cara-cara tertentu. Yang jahat dihubungkan sebagai lawan. Dan apabila jahat itu ada, maka baik juga. Dan Amerika mengindikasikan bahwa merekalah yang baik, dan yang jahat itu adalah ‘teroris’. Sering kita kita mendengar, bahwa mereka itu terpilih oleh Tuhan dan Sejarah. Dan Pemimpin mereka berkata bahwa tuhan menyertai mereka, atau sejarah telah memanggil mereka Amerika untuk bertindak. Akan tetapi, mengambil alih kebaikan demi diri sendiri, lantas berbuat jahat, merupakan kemunafikan bagi yang lain. Keempat, yang berhubungan dengan definisi. Amerika bukan saja menjadi kekuatan super power, dan adidaya. Ia bahkan telah menjadi kuasa yang mendefinisikan dunia. Amerikalah yang mendefinisikan apa itu Demokrasi, Keadilan, Kebebasan, apa itu Hak Asasi Manusia, multi Kebudayaan, siapa yang fundamental, dan ‘teroris’ yang pasti ‘penjahat’.
 Dengan berjalannya pemerintahan Reagan pada waktu itu, pernah berkata dengan lantang, keras, dan jelas bahwa fokus pada kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat adalah “Perang atas Teror”. Dan khususnya mereka memfokuskan pada apa yang disebut dalam pernyataan Menteri Luar Negeri George Shultz, “momok kejahatan terorisme”, sebagai wabah yang disebarkan oleh “para penentang peradaban sendiri yang bejat” dalam “kembalinya barbarisme pada zaman modern”. Pemerintahan Reagan menyatakan bahwa perang ini ditujukan pada dua wilayah dimana kejahatan ini paling ganas, yaitu Amerika Tengah dan Timur Tengah, yang sekarang dapat disaksikan hasilnya. Maka, apa yang sudah terjadi pada “Perang atas teror” di Amerika Tengah dan Timur Tengah pada tahun 1980-an. Noam Chomsky dalam bukunya, Power and Terror: Post-9/11 Talks an Interviews (2003), melukiskan Amerika Tengah telah berubah menjadi kuburan. Ratusan ribu orang dibantai, kira-kira 200 ribu orang lebih dari sejuta pengungsi, anak-anak yatim piatu, aksi-aksi penyiksaan berskala besar, dan segala macam bentuk barbarisme yang mungkin terlintas dalam pikiran manusia.

 Apabila kita menganalisis Pada laporan amnesti internasional tahun 2005, Irene Khan, sebagai Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional berpendapat bahwa sejumlah pemerintah negara gagal dalam menjalankan kepemimpinan yang harusnya memegang prinsip dan harus bertanggung jawab. “Sejumlah pemerintah telah mengkhianati janji untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mereka menggodok agenda baru dengan bahasa kebebasan dan keadilan, namun digunakan untuk menjalankan kebijakan yang dapat menciptakan ketakutan dan ketidakamanan. Termasuk didalamnya dengan upaya untuk sinis mendefinisi ulang penyiksaan dan menjadikannya lebih bisa diterima,” kata Khan.

 Dikhianatinya hak-hak asasi manusia oleh berbagai pemerintahan diikuti dengan meningkatnya aksi terorisme seiring dengan bertambahnya brutalitas kelompok-kelompok bersenjata. Berkali-kali pemerintah Amerika Serikat menggunakan kata keadilan dan kebebasan, namun ada kesenjangan sangat lebar antara ‘ucapan’ dengan kenyataan. Masyarakat internasional dan pers gagal melaksanakan investigasi yang independen dan sempurna terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan tentara Amerika Serikat di penjara Abu Ghuraib, Irak. Tidak ada satu pun pejabat senior Amerika Serikat yang dipandang “bertanggung jawab” atas kejahatan ini.
 James Darcy yang sebagai international lawyer and research fellow in the humanitarian policy group at ODI berkata: “Untuk membuat diakuinya lawan perang” terhadap prinsip perlindungan kemanusiaan itu mengacu pada Jus in bello
, sebagai aturan-aturan hukum perang yang sudah disepakati bersama. Karena setiap manusia, sedikit ataupun banyaknya pasti mengakui bahwa tujuan kemanusiaan itu tidak lain hanyalah untuk menolong orang yang bertahan hidup dari konflik (perang) maupun bencana. Yang khususnya pada tataran konflik, manusia pasti menghadapi banyak cobaan. Baik itu perlakuan kekerasan, terusik dari tempat tinggalnya, dan terasingkan. Walaupun terkadang dibalik tujuan tersebut terdapat kebohongan yang berupa campur tangan, dan belum sempat kita ketahui kemana tujuannya campur tangan tersebut. Dan tujuan ini haruslah dimiliki oleh tataran Seluruh negara didunia ini, sebagai komunitas internasional atau pun sebagai wujud agen kemanusiaan. Baik dalam setiap permasalahan yang terjadi, bagaimana pun juga.
 Dan celakanya ini sama sekali tidak diimplementasikan lagi oleh Amerika Serikat ketika membombardir warga Irak yang menjadi tahanan perang, atau pun tahanan sipil.
 Dengan adanya Hukum perang yang sekarang sudah lazim disebut sebagai hukum humaniter dibuat untuk mengatur penggunaan perang atau kekuatan bersenjata sedemikian rupa, yang seandainya perang atau konflik bersenjata tidak mungkin lagi bisa dicegah atau dihindari. Jadi dengan adanya pengaturan itu dimaksudkan agar tidak mengakibatkan penderitaan yang berlebihan dan sebenarnya tidak perlu, baik bagi masyarakat awam atau penduduk yang tidak berdosa (dalam arti penduduk sipil), maupun bagi korban perang dan anggota “kombatan” (pelaku pertempuran) yang terluka. Oleh karena itu ada beberapa asas, prinsip, atau nuansa yang terkandung dalam hukum humaniter.
 Akan tetapi, malah sebaliknya Amerika tidak mengindahkan peraturan ini. Sebagai Presiden Amerika Serikat Geogre W. Bush dan menteri pertahanan Donald Rumsfeld sepertinya harus segara diseret ke Mahkamah Internasional sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia dan hukum perang yang berat, dan sudah diimplementasikan oleh keduanya. Dengan adanya kebijakan dari Bush, dan Rumsfeld sebagai pelaksana kebijakannya Bush sebagai pembunuh warga sipil yang berada di Afganistan, Irak, dan Palestina. Juga bukan hanya merekalah yang harus dihukum atas pelanggaran berat, para pembantunya pun seperti agen intelijen dari CIA itu yang sudah memberikan informasi kebohongan tentang adanya senjata pemusnah massal dan berbahaya harus diseret ke Mahkamah Internasional.

 Dengan adanya invasi Amerika Serikat pada tahun 1983 ke Irak pun bukankah dapat dikategorikan sebagai teroris negara. Yang diindikasikan adanya sistem yang membuat diskriminasi terhadap salah satu pihak. Memang ketidakadilan pantas untuk menjadi julukan terhadap Amerika Serikat pada saat itu. Dan sangat disayangkan pada waktu itu sistem ini tidak mempunyai mekanisme yang utuh untuk dapat menyediakan Kedamaian dan membongkar ketidakadilan tersebut. Maka dari itu, terjadilah rasa frustasi yang berkepanjangan dan jalan kekerasan merupakan pilihan yang terbaik.
 Gabungan tentara Amerika Serikat dan sekutunya dengan sigap mengganyang seratus ribu warga Irak yang tidak berdosa selama berbulan-bulan kenyang menerima ancaman dan peringatan. “Musibah yang tidak alamiah” ini dilancarkan lewat kombinasi aneksasi oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat dan para sekutunya yang sudah menjadikan Irak sebagai negara tempat terjadinya serangkaian pembunuhan, penyiksaan, penghancuran, dan keputusasaan.

 Curahan perhatian dan simpati atas para korban “musibah tidak alamiah” ini muncul dengan cepat dan membanjiri diseluruh dunia, namun di Amerika Serikat sendiri hanya bersifat marjinal. Berbagai bangsa berlomba menjadi negara yang paling lantang memberi dukungan dan menunjukkan sikap menentang invasi. Akan tetapi mereka yang mati sekarat, dan yang bertahan seolah dibiarkan sendirian. Kematian dan kehancuran menjadi pemandangan sehari-hari di Irak. Sementara sejumlah perusahaan seperti Halliburton hanya berusaha memperkaya diri dengan merebut kontrak milyaran dolar untuk membangun kembali kota-kota yang hancur akibat bom. Tidak ada rekaman gambar pembantaian yang dilakukan untuk membalikkan klaim bahwa invasi yang dilakukan merupakan operasi kemanusiaan. Tidak ada pula tayangan nonstop wanita, anak-anak, dan orang tua yang dimutilasi. Apa yang bisa kita ekspektasikan dari perang yang tidak legal dan tidak memiliki landasan moral ini.

 CNN dan berbagai media Amerika Serikat berada di garis terdepan. Mereka sama sekali tidak menyajikan gambaran yang sebenarnya tentang perang tersebut. Mereka hanya bekerja sebagai mesin propaganda Amerika Serikat dan sangat yakin bahwa pemerintah melakukan hal yang benar. Mereka juga menganggap perginya putra-putra Amerika Serikat berperang demi membantu melindungi terorisme adalah tindakan yang patut dibanggakan. Tapi teroris apa, apa yang sudah dilakukan Irak kepada Amerika Serikat, warga Amerika Serikat pun tewas sia-sia di Irak. Mereka bukan membela negara, tapi justru membantu pemerintahan Bush yang serakah untuk merampas aset-aset yang tidak bersalah.
 Jumlah anggota militer Amerika Serikat yang tewas dan terluka disembunyikan dari publik. Tidak ada yang tahu, berapa persisnya tentara Amerika Serikat yang tewas di Irak. Selain itu, dilarang mengambil foto peti-peti jenazah berselimutkan bendera Amerika Serikat dan Departemen kesehatan Irak diperintahkan tidak lagi menghitung jumlah warga sipil yang tewas. Musibah di Irak telah membunuh dan menghancurkan lebih banyak masyarakat sipil setiap harinya. Sementara itu tubuh para tentara tercabik-cabik akibat pelaku bom bunuh diri. Mereka berpikir bahwa mereka tengah membela negara.
 Sehingga para serdadu Amerika Serikat yang sedang bertugas di Irak berharap-harap cemas terpilih sebagai orang yang akan dipulangkan. Dan dengan adanya kabar gembira itu berembus setelah Letnan Jenderal John Vines, Komandan Militer kedua Amerika Serikat di Irak, mengumumkan akan menarik hingga 20 ribu personel pasukannya. Selain itu, tekanan psikologis yang dialami tentara Amerika Serikat telah menurunkan kualitas operasi militer negara adidaya itu di tanah kelahiran Saddam Hussein. Laporan kepala staf Gabungan Jenderal Richard Myers kepada kongres beberapa bulan lalu menyebutkan, tingkat stress dan depresi yang dialami tentara Amerika Serikat di Irak meningkat dari tahun ke tahun.

 Sementara itu di Irak, perang masih berlanjut. Menurut catatan “resmi”, kehancuran yang “tidak alamiah” ini telah menewaskan lebih dari 1.350 personel militer Amerika Serikat. Ribuan lagi tidak bisa hidup secara normal akibat cedera berat ketika melakukan tugas membunuh yang konon patriotik. Sekian orang meninggal setiap hari, begitu pula ledakan dan penculikan seolah tidak ada habisnya meski telah berjalan bertahun-tahun. Kapankah masyarakat Irak bisa memperoleh kehidupannya kembali, kapan mereka bisa hidup normal kembali tanpa takut tertembak jika berada di luar rumah, dan kapan masyarakat internasional dapat membangun jaringan untuk melindungi Irak dari agresor yang barangkali akan menyerang kembali agar masyarakat Irak bisa hidup damai dan aman. Musibah tidak alamiah berupa invasi dan pendudukan Irak adalah ciptaan manusia, telah diperhitungkan, dan sebenarnya bisa dicegah dan sama sekali tidak perlu. Sudah jelas siapa yang harus disalahkan atas kejahatan tertinggi ini. Namun masih banyak media yang melindungi mereka.

 Amerika Serikat sepertinya sekarang ini mulai merasa dicekam atas rasa takut hingga keamanan pribadi yang dipandang lebih penting dibandingkan memelihara kemerdekaan yang berharga, yang telah ditebus dengan nyawa sekian banyak patriot sejati. Negara Amerika Serikat yang mana mayoritasnya semua orang disana dimanipulasi untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang telah didesain untuk menipu mereka. Ini adalah tempat berlakunya sikap menghalalkan segala cara, dan korupsi adalah falsafah pemerintahan. Ini adalah tempat “penyelamatan kehormatan dan harga diri Oval Office” yang terdiri dari kebohongan, penipuan, dan pelanggaran hukum.
 Dan wajar apabila dikatakan bahwa George W. Bush selama menjadi presiden, tidak akan ada demokrasi di Amerika Serikat. Bush memimpin dan kalangan pers menuruti kehendaknya. Dunia tidak akan aman sepanjang pria ini berkuasa dan sepanjang media Amerika Serikat tetap tidak berfungsi selayaknya jurnalis, melainkan lebih memilih mempublikasikan propaganda berita Gedung Putih, tipu muslihat, kebohongan, dan pemelintiran fakta.
 Mereka pun menyatakan, mereka datang untuk menjaga Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Apa yang terjadi, ternyata mereka datang ke Irak, sambil membantai rakyat sipil, membunuh manusia. Mereka datang dengan peralatan senjata mereka, yang modern, dan jauh dari Amerika Serikat dengan menyebrangi lautan hanya untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Apakah itu demokrasi dan perlindungan HAM. Sungguh, mereka anti demokrasi, anti HAM. Mereka ingin mewujudkan sesuatu di Irak atau di negara lain, sementara dinegaranya sendiri mereka tidak bisa. Mereka tidak peduli terhadap banyaknya orang yang terbunuh.

 Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul: “PELANGGARAN HUKUM PERANG OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PENJARA ABU GHURAIB”
B. Identifikasi Masalah

 Invasi ke Afganistan dan Irak yang membabi-buta dimulai setelah peristiwa peledakan World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001 itu menimbulkan banyak kesan yang menyedihkan. Dengan adanya perlawanan tanpa aba-aba dari pihak Amerika Serikat terhadap Irak dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sudah dapat menimbulkan pelanggaran dan pengingkaran hukum perang yang sudah termaktub dalam Pasal-pasal Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol I tahun 1977 tentang adanya penghormatan terhadap hukum perang. Yang karena diklaim bahwa Irak itu mempunyai senjata berbahaya, senjata pemusnah massal. Banyak sekali warga sipil yang terbunuh dan tidak berdosa yang ikut untuk menghindar dari serangan militer Amerika Serikat. Yang menjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Amerika Serikat itu sendiri. Yang juga mengakui sangat menjunjung tinggi martabat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi, itu semua hanyalah pernyataan yang bersifat Hipokrit. Banyak sekali para tahanan warga Irak yang tidak bersalah yang menjadi korban kekerasan oleh tentara Amerika Serikat khususnya yang pada waktu itu berada di sel tahanan yang bernama Abu Ghuraib yang juga melanggar Konvensi Jenewa III Pasal 4 tahun 1949 tentang Hak-hak Istimewa tahanan perang.
 Dampak dari kebijakan Amerika Serikat selama di Irak pun telah membuat para tentaranya mengalami depresi berlebih, dan gangguan jiwa. Karena melihat banyak korban yang berjatuhan. Baik dari kawan bertempurnya. Mau pun dari lawan bertempurnya di medan perang.
Dan berdasarkan uraian diatas penulis berusaha untuk mengidentifikasikan masalah tersebut:

1. Motivasi apa yang membuat Amerika Serikat mengingkari Hukum Perang yang sudah tertulis didalam Hukum Internasional ketika menginvasi Afganistan dan Irak?

2. Mengapa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para tawanan perang yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat?

3. Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Penjara Abu Ghuraib?
1. Pembatasan Masalah

 Agar permasalahan yang akan diuraikan tidak melebar, maka penulis membatasi masalah ini dengan: Pelanggaran Hukum Perang dan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat pada Pasal-pasal Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol I 1977, dan Konvensi Jenewa III Pasal 4 tahun 1949 terhadap para tahanan di Penjara Abu Ghuraib Irak.
Dan pembatasan masalah yang akan diuraikan mengenai: Invasi Amerika Serikat ke Afganistan dan Irak pasca tragedi runtuhnya World Trade Centre (WTC) Pada 11 September 2001 sampai saat ini 2006.
2. Perumusan Masalah

 Dengan perumusan masalah yang akan dapat memudahkan analisis didalam memperoleh kejelasan dalam menguraikannya, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya: “Bagaimana kebijakan Amerika Serikat dalam menginvasi Afganistan dan Irak yang melanggar Hukum Perang dan menyiksa para tahanan perang Irak di Abu Ghuraib sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Latar belakang untuk mengetahui mengapa Amerika Serikat sangat berambisi untuk menggempur Afganistan dan Irak tanpa tanggung jawab dan tanpa menghiraukan anjuran negara-negara lain.

b. Untuk mengetahui Mengapa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para tawanan perang yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat.

c. Untuk menguraikan Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Penjara Abu Ghuraib.
2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian strata-1 (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung.

b. Untuk menambah wawasan dalam menganalisis kebijakan Amerika Serikat dan dalam wacana Hubungan Internasional.

c. Untuk memberikan kontribusi dibidang akademik yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang ingin mendalami masalah-masalah Hubungan Internasional, khususnya dari masalah yang akan dianalisis.
D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

  Untuk menjelaskan kerangka teoritis, maka penulis mengkorelasikan beberapa pendapat atau pun teori-teori dari para pakar atau ahli untuk dapat menguatkan penelitian ini, sebagai objek penelitian yang akan dianalisis.
 Sebelum kita membahas tentang pelanggaran hukum perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusianya Amerika Serikat, maka terlebih dahulu yang harus dianalisis adalah pada teori tentang politik luar negeri. Pembahasan pertama dikaitkan pada definisi politik:

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (…negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Dan untuk definisi politik luar negeri Dahlan Nasution mengatakan  “Landasan dari politik luar negeri adalah misi negara untuk memaksimalkan sintesa nilainya. Akan tetapi dalam kegiatannya ia menghadapi negara-negara lain yang juga hendak mencapai sasaran nilai-nilainya.”
 Sebagaimana kita ketahui Kepentingan, tujuan, dan sasaran politik luar negeri itu:
Mempunyai berbagai tujuan …. Tetapi negara harus bertindak secara nyata. Ia tidak dapat berfungsi efektif bilamana nilai-nilai lainnya abstrak, ketat dan tidak dijabarkan. Politik luar negeri tidak ada yang secara pasti mencapai kemerdekaan, kekuatan, keadilan, kehormatan, bahkan perdamaian secara murni–ini hanyalah beberapa nilai bersama dalam politik luar negeri–kecuali dalam hubungannya dengan situasi tertentu. Negarawan harus menterjemahkan nilai-nilai ke dalam sasaran sebelum ia memulai segala kegiatannya.

 Dari nilai-nilai sasaran yang akan dicapai, maka dapat kita korelasikan pada konsep politik internasional:

Politik internasional selalu mudah meletus, karena motivasi pelakunya sangat ditentukan oleh dalam negerinya dan tidak adanya pembatasan universal pada tindakannya. Nilai-nilai yang terkandung ke dalam politik luar negeri akan dipertahankan dengan segala kekuatan secara tak terbatas. Karena itu dalam banyak seginya politik internasional adalah manifestasi dari proses politik dalam bentuknya yang paling sederhana.

 Amerika Serikat dalam mengimplementasikan politik internasionalnya sebagai manifetasi dari politik luar negeri ternyata telah membuat kesalahan besar di negeri seribu satu malam Irak dengan menyalahgunakan Hukum Perang yang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa III pada Pasal 4 tahun 1949. Sebagaimana dinyatakan dalam teori Hukum Perang:

Hukum Perang pada mulanya mengurusi masalah konsep-konsep permusuhan dan kenetralan …. Cara melakukan peperangan juga diatur dan harus ditaati oleh negara netralitas atau kenetralan memberikan hak-hak istimewa kepada negara yang netral, tetapi sebaliknya juga memberikan kewajiban tertentu, seperti menjauhi tindakan tidak netral dan harus bersikap tidak memihak sama sekali. Demikian juga diatur tentang terhadap rakyat, tawanan perang larangan memproduksi senjata tertentu, dan lain sebagainya.

 Dan juga “Hukum Perang” sebagai kumpulan pembatasan yang terdiri dari hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan pada prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.

Mengenai pembatasan Hukum Perang yang sudah diatur dalam Hukum Internasional, maka kita diharuskan mengetahui Tujuan Pokok dari dibuatnya pembatasan Hukum Perang tersebut. Ada pun Tujuan Pokok daripada Hukum Perang itu dinyatakan:
Tujuan Pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-ketentuan itu kadang-kadang disebut sebagai ‘hukum perang humaniter’ atau kaidah-kaidah hukum ‘perang yang berprikemanusiaan’. Nama-nama pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah tersebut adalah ‘hukum humaniter internasional’.”

 Mengenai masalah perikemanusiaan yang disebutkan pada teori diatas, Amerika Serikat dengan kekuasaan militernya telah melakukan pelanggaran hukum perang dengan membuat banyak korban berjatuhan pada waktu penyerangannya ke Irak hanya dengan dalih adanya senjata pemusnah massal dan sebagai tempat bersarangnya teroris. Ternyata tidak ditemukannya senjata pemusnah massal dan para teroris Afganistan yang berkaitan dengan jaringan Al-Qaida tersebut, hanyalah banyak korban saja yang gugur dari masyarakat sipil maupun dari militer Amerika Serikat sendiri. Dan dengan itu sudah dikategorikan sebagai “kerugian sosial akibat persenjataan”.

 Berkaitan dengan kerugian sosial akibat perang Amerika Serikat juga dapat dikatakan sebagai penjahat perang menurut Presiden Venezuela Hugo Chavez
. Karena dengan sebutan itu Amerika Serikat sendiri sudah menjadi penjahat perang yang melanggar ketentuan Hukum Internasional tentang Hukum Humaniter atau Hukum Perang. Menurut Gore Vidal sebagai sastrawan dan sejarahwan terkemuka bahwa Amerika yang berteriak tentang demokrasi, Amerika yang berperang demi keadilan, adalah Amerika yang lupa dirinya sendiri. Karena presidennya sendiri telah menjadi diktator dan negaranya menjadi imperium.
 Yang terbukti dengan adanya perlawanan Bush terhadap pasal kongres Amerika Serikat undang-undang pasal 1 ayat 8 tentang deklarasi untuk mengadakan perang. Yang mana pasal tersebut seharusnya disetujui oleh kongres.

 Menurut Edward Said sebagai intelektual berdarah Palestina yang diakui pemikirannya di Barat media juga mempunyai peran yang tidak sedikit dalam menyajikan sisi keji Amerika sebagai sebuah Negara. Media dengan setali tiga uangnya dengan pemerintahan Amerika yang sekarang. “Media turut menjaga citra yang sebenarnya telah terpuruk. Media tidak pernah mempertanyakan kengerian sistematis yang terjadi dalam operasi invasi Amerika. Dan media Amerika tak pernah menggugat pembantaian massal yang terjadi diberbagai negara yang pemerintahannya didukung oleh Amerika.

 Pada hal yang demikian sudah dapat diindikasikan bahwa pihak pemerintahan Amerika Serikat dan militernya sebagai pengkhianat dalam protokol I 1977 pada pasal 37 yang memuat larangan perbuatan yang bersifat khianat, (perfidy). Karena akibatnya nanti pada salah satu pihak menimbulkan atau mengundang kepercayaan pada pihak lain bahwa seolah-olah pihak pertama berhak atas perlindungan berdasarkan hukum humaniter, dengan tujuan untuk mengkhianati atau menipu pihak kedua. Perbuatan semacam ini akan mengakibatkan timbulnya kesangsian atau keragu-raguan di kemudian hari pada pihak kedua akan niat baik pihak pertama dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan asas perlindungan karena pihak pertama ternyata telah menyalahgunakan asas tersebut.

 Agresi Amerika Serikat ke Afganistan, dengan alasan bahwa Osama bin Laden sebagai pemimpin Al-Qaeda berperan dalam tragedi 9/11 ternyata tidak dapat dibuktikan seperti layaknya kejahatan kriminal yang biasa. Akan tetapi dibalik itu sebenarnya tujuan Amerika adalah untuk menguasai daerah Kabul, dan Cina yang dengan rencananya ingin membangun pipa penyuplai minyak yang akan dikirim.

 Peristiwa yang sama dialami oleh Irak, yang mendapatkan serangan dari Amerika Serikat yang sebenarnya juga tujuannya hanya untuk mendapatkan minyak dari negeri seribu satu malam tersebut. Dan agar Bush yang dapat mengontrol minyak di irak dan dapat mengontrol Cina yang sangat membutuhkan minyak.
            
 Dengan adanya serangan militer yang digempur oleh militer Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat George W. Bush terhadap Afganistan dan Irak pasca tragedi keruntuhan WTC 11 September 2001 dengan alasan yang sama yaitu sebagai tempat jaringan teroris, khususnya Al-Qaeda serta mengorbankan rakyat sipil sudah dapat dikaitkan dengan penyimpangan Hukum Perang pada Tambahan Protokol I dari tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949
 yaitu:

1. Protokol yang berkaitan untuk melindungi Korban Konflik Militer Internasional.
2. Protokol yang berkaitan untuk melindungi Korban Konflik Militer yang Non Internasional.
Ketika Amerika Serikat menyatakan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal yang dapat membahayakan dunia dan menyerang Irak hingga banyak korban berjatuhan dan setelah itu ternyata tidak ditemukan. Akan tetapi, sebaliknya Amerika Serikatlah dengan militernya yang melakukan serangan ke Irak dengan senjatanya yang canggih dan sangat berbahaya dan melanggar aturan hukum perang pada konvensi Den Haag
 dengan tiga buah deklarasi, yaitu:
a. Deklarasi (No. II) Den Haag 1899 tentang Larangan Penggunaan Proyektil yang menimbulkan Gas Cekik dan Racun.
b. Deklarasi (No. III) Den Haag 1899 tentang Larangan Penggunaan Peluru Dum-dum.

c. Deklarasi tentang Larangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon Udara.
Dan pada bagian III dari protokol I 1977 yang mengatur tentang tata cara dan alat berperang, mengenai kombatan dan tawanan perang, yang ketentuannya sebagai tambahan dari penyempurnaan Hague Regulations 1907 pada pasal 35
 yaitu sebagai berikut:

a. Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari pihak-pihak dalam konflik untuk memilih atau menentukan cara atau alat berperang dibatasi. (Ketentuan ini terdapat juga dalam pasal 22 Hague Regulations).

b. Dilarang menggunakan senjata, proyektil, material dan metode berperang yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan (superfluous) dan penderitaan yang tidak perlu.

c. Dilarang menggunakan alat atau cara berperang yang mengakibatkan atau dapat diharapkan akan menyebabkan kerusakan luas-hebat-berjangka panjang terhadap lingkungan hidup.
Juga dengan tidak mengikuti pasal 57 Protokol I 1977
, militer Amerika telah berani membantai salah satu keluarga yang dianggap tidak bersalah dalam tragedi berdarah di haditha
 yang berbunyi:

“Bahwa dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk menyayangi atau melindungi (spare) penduduk sipil, orang sipil dan objek sipil.”
 Mengenai perlindungan yang harus dilaksanakan pada aturan hukum perang, Amerika Serikat pun tidak mengikuti azas kemanusiaan dan perlindungan korban pertempuran pada Pokok-pokok Konvensi Jenewa I dan II tahun 1949 dalam pasal 13
 yaitu melindungi Anggota angkatan bersenjata. Karena dengan banyaknya militer Amerika Serikat yang mengalami Stress dan depresi berat dan pada waktu itu jumlahnya mencapai 727 anggota pasukan militer yang berada di Irak pada tahun 2005.

Dan harus diketahui bahwa mengenai aturan-aturan yang harus dilakukan itu juga dikorelasikan pada definisi Hukum Internasional
 yang menurut J.G. Starke, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain, yang juga meliputi:

a. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara individu-individu.

b. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.
 Kemudian menurut kalangan Critical Legal Studies (CLS)
 Hukum Internasional dianggap tidak hanya berkaitan dengan kebudayaan, melainkan juga merupakan bagian serta produk dari sebuah kebudayaan atau peradaban. Melalui inclusionary dan exclusionary power yang secara inhern terdapat di dalamnya, kebudayaan memainkan peranan yang signifikan dalam perkembangan hukum internasional.     
 Amerika Serikat telah melanggar pula Hak Asasi Manusia terhadap para tawanan perang yang sudah menjadi tawanannya di Abu Ghuraib Irak. Karena Amerika Serikat sendiri juga sudah merasa menjunjung Hak Asasi Manusia, akan tetapi hanyalah sebagai ungkapan yang tegas diatas kertas saja. Juga dengan banyaknya korban militer Amerika Serikat yang merasakan Stress dan depresi setelah melihat banyaknya korban kawan tempurnya. Mengingat harus diikutsertakannya Hak-hak Asasi Manusia dinyatakan pada teori tentang Hak Asasi Manusia: 
Hak-hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut hak-hak kebebasan. Di sini termasuk hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, …. Perlindungan terhadap hak milik, …. Untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal; hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat; hak untuk ditahan secara sewenang, dan seterusnya.

Militer Amerika Serikat juga tidak mengikuti asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Humaniter pada konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Jenewa 1977
 adalah:

a. Asas kerperluan/kepentingan militer (military necessity), yaitu untuk memberikan batasan, landasan atau pedoman bagi pihak angkatan bersenjata yang saling bertempur mengenai hal-hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, mengenai tindakan apa yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum (dalam situasi perang), alat atau sarana yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan.

b. Asas kemanusiaan (humanitarian), yaitu untuk menerapkan perlakuan terhadap manusia sebagaimana kodratnya dan bukan diperlakukan bagaikan binatang (hewan), menyadari rasa kasih sayang sesama manusia (a.l. jangan membantai atau menelantarkan lawan yang luka, sakit tidak berdaya, atau sudah menyerah), menghargai hak-hak hidup bagi manusia, dan tidak melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia.
c. Asas Ksatria (chivalry), yaitu untuk berlaku ksatria, tidak membokong lawan, dan tidak berbuat khianat. Dalam hal ini termasuk larangan untuk melakukan pembalasan dendam kesumat dengan mengatasnamakan perang atau situasi pertempuran. Perang diharapkan hanya dilakukan sebatas mengalahkan atau melumpuhkan kekuatan lawan dan bukan untuk menghancurkan personel, keluarga, dan harta-benda lawan.

d. Asas Non-diskriminasi (non-discrimination), yaitu untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak dalam pertempuran maupun korban perang (termasuk tawanan perang), atau dasar agama, ras, etnis, suku-bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.
 Para tahanan di Abu Ghuraib Irak diperlakukan dengan sangat kejam dan sadis oleh tentara Amerika Serikat. Sesungguhnya mereka pun para tahanan perang  itu mempunyai wewenang yang harus diimplementasikan atas hak-hak tawanannya. Berbicara mengenai tahanan perang pada Konvensi Jenewa III Pasal 4 tahun 1949
 yang mempunyai wewenangnya sendiri dan hak-haknya yang harus diistimewakan dinyatakan sebagai berikut:
Hak-hak tawanan perang:

a. Mendapat perlakuan yang berprikemanusiaan:
1. Dilarang disuruh melakukan perbuatan yang berbahaya bagi kesehatan dan jiwanya.
2. Dilindungi dari tindakan kekerasan dan intimidasi, penghinaan, tontonan umum, dan penganiyaan.

3. Dilarang melakukan pembalasan terhadap tawanan perang.
b. Dihormati pribadi dan martabatnya.

c. Tawanan perang wanita untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan kewanitaannya.

d. Diperkenankan menggunakan haknya dibidang hukum perdata seperti membuat wasiat atau melangsungkan pernikahan.

e. Diperiksa dengan bahasa tawanan perang.
f. Tetap dapat memiliki barang-barang yang dapat dipergunakan untuk melindungi dirinya seperti topi baja, kedok gas, pakaian dan makanan.
g. Melaksanakan ibadah agamanya.

h. Melakukan kegiatan intelektuil, pendidikan, hiburan, dan olah raga.

i. Kesempatan bekerja.
j. Berhubungan dengan dunia luar, antara lain membaca surat kabar, nonton TV, menerima surat dan lain sebagainya.

k. Mendapat perawatan kesehatan.

l. Mendapat tempat tinggal yang baik.

m. Mendapat makanan yang baik.
 Juga dengan adanya bukti kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) Pada foto-foto mengenai penyiksaan di penjara Abu Ghuraib, Irak pada tahun 2004 lebih mengerikan ketimbang sebelumnya. Dengan adanya salah satu foto yang memperlihatkan seseorang yang terluka parah di kepalanya.
 Dan Militer Amerika Serikat juga mengakui terjadinya kasus baru penyiksaan di penjara Abu Ghuraib. Yang dilansir oleh televisi Australia, SBS, pada hari Rabu.

 Terdapat foto-foto pelecehan terhadap para tahanan Abu Ghuraib, seperti yang dilakukan oleh prajurit satu Lynndie England sambil berdiri tersenyum, mengacungkan kedua jempol, dengan telunjuk membidik kemaluan seorang tawanan Abu Ghuraib Irak yang telanjang.

 Pelanggaran lainnya juga terhadap para tahanan di Abu Ghuraib, dengan adanya penyiksaan dari militer Amerika Serikat dengan menyetrum para tahanan dan mensodomi. Para tahanan laki-laki ditelanjangi dan diikat serta ditutupi kepalanya dengan celana dalam wanita.
  
 Pendapat lainnya tentang tahanan perang mengatakan:

Islam memperhatikan kepatutan kondisi fisik dan psikis tahanan. Di dalam Islam, para tahanan, seperti anggota masyarakat lainnya, memiliki hak. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang dapat meningkatkan kondisi psikologis, spiritual, dan agar mereka menjadi warga negara yang baik sekeluarnya dari penjara. Selama dipenjara mereka tidak boleh disiksa atau semacamnya.

 Apabila kita perhatikan pada beberapa penjelasan teori diatas ternyata Amerika Serikat mempunyai ambisi yang sangat kuat untuk menggempur Irak dengan cara mengingkari hukum perang yang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa III Pasal 4 tahun 1949. Amerika Serikat ternyata sudah benar-benar ingin merebut kemerdekaan kawasan negeri yang mempunyai penghasilan minyaknya sangat tinggi itu. Segala cara dihalalkan, demi meraih kepuasannya untuk menyerang Irak. Dan merebut kedaulatan negeri tersebut. Sedangkan mengenai kedaulatan suatu negara apabila dilihat dari teori Hubungan Internasional dinyatakan:
Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum: mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain.

 Amerika Serikat yang telah menginvasi Irak dan Afganistan dengan dalih sebagai tempat jaringan teroris terbesar, dan khususnya Irak yang setelah Afganistan menjadi target operasi militernya Amerika Serikat itu ternyata tidak membuahkan banyak harapan yang diinginkan oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Yang didapatkan hanya kesangsian terbesar dari seluruh masyarakat internasional, dan hanya terdapat banyak pelanggaran atau pun pengingkaran hukum perang yang dari pihak Amerika Serikat. Baik dari pemerintahannya, maupun militernya. Banyaknya korban dari warga sipil yang tidak bersalah pada umumnya, dan khususnya pasukan militer Amerika Serikat sendiri yang juga menjadi korban kekerasan. Dan menderita gangguan jiwa.
Seperti yang pernah dinyatakan oleh Hillary Clinton, mantan first lady Amerika sebagai senator dari wilayah New York pada perencanaan penyerangan Amerika Serikat ke Irak:

Rencana serangan ke Irak harus betul-betul dipikirkan karena menyangkut banyak nasib dan kepentingan dunia internasional. “Sesungguhnya, kita semua setuju dan mendukung pergantian rezim di Irak. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita melakukan itu dan berapa biaya yang diperlukan. Biaya yang saya bicarakan bukan masalah finansial, namun konsekuensi yang harus kita tanggung jika serangan dilakukan, nyawa, kehidupan rakyat dunia yang bisa jadi terpuruk.”

 Dengan demikian, penulis memberikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum perang pada Pasal-pasal Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Pasal-pasal Protokol I tahun 1977 yang menjadi indikator sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Perang maupun Hukum Humaniter yaitu adanya agresi militer yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Afganistan dan Irak dengan dalih sebagai jaringan teroris, serta adanya senjata pemusnah massal di Irak dan ternyata tidak terbukti. 
2. Dengan banyaknya kebohongan-kebohongan kekejian Amerika Serikat yang ditutup-tutupi, melalui media Amerika Serikat diindikasikan sebagai pelanggaran yang berkaitan dengan pasal 37 protokol I 1977.
3. Tawanan perang yang berada di Abu Ghuraib Irak, dan adanya perlakuan yang tidak pantas dari militer Amerika Serikat sudah melanggar konvensi Jenewa III pasal 4 tahun 1949.
2. Hipotesis

 Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran, dan asumsi yang dikemukakan diatas, penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut: “Pelanggaran Hukum Perang berdasarkan Konvensi Jenewa oleh Amerika Serikat dalam invasinya ke Afganistan dan Irak, dapat diindikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap para tahanan perang di Abu Ghuraib”
3. Operasional Variabel:

	Variabel dalam Hipotesis

(Teoritik)
	Indikator

(Empirik)
	Verifikasi

(Analisis)

	Variabel Bebas:

Pelanggaran Hukum Perang berdasarkan Konvensi Jenewa oleh Amerika Serikat dalam invasinya ke Afganistan dan Irak   
	1. Adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal Konvensi Jenewa tahun 1949
2. Adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal Protokol I 1977
3. Adanya pelanggaran terhadap isu tentang Teroris dan Senjata pemusnah massal 
4. Adanya pelanggaran terhadap Kebohongan media Amerika Serikat mengenai invasinya ke Afganistan dan Irak


	1. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran terhadap pasal-pasal Konvensi Jenewa tahun 1949
2. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran terhadap pasal-pasal Protokol I 1977
3. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran terhadap isu teroris dan Senjata pemusnah massal

4. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran terhadap kebohongan media Amerika Serikat mengenai invasinya ke Afganistan dan Irak

	Variabel Terikat:
Dapat diindikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap para tahanan perang di Abu Ghuraib   
	5. Adanya pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III tahun 1949 pasal 4 tentang hak-hak tawanan perang
6. Adanya pelanggaran terhadap Korban warga sipil Afganistan dan Irak
7. Adanya pelanggaran terhadap gangguan jiwa dari pasukan Amerika Serikat dalam invasinya ke Irak
8. Adanya Pelanggaran HAM terhadap publikasi photo-photo pelecehan seksual para tahanan Abu Ghuraib
9. Adanya pelanggaran HAM terhadap aksi pembunuhan dan penyiksaan oleh militer Amerika Serikat terhadap para tahanan Abu Ghuraib 
	5. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang hak-hak tawanan perang
6. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran terhadap Korban warga sipil Afganistan dan Irak
7. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran terhadap gangguan jiwa dari pasukan Amerika Serikat dalam invasinya ke Irak
8. Data (Fakta dan angka) mengenai Pelanggaran HAM terhadap publikasi photo-photo pelecehan seksual para tahanan Abu Ghuraib
9. Data (Fakta dan angka) mengenai pelanggaran HAM terhadap aksi pembunuhan dan penyiksaan oleh militer Amerika Serikat terhadap para tahanan Abu Ghuraib 



4. Skema Kerangka Teoritis
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E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Tingkat Analisis 

 Dengan judul yang dibuat oleh penulis mengenai Pelanggaran Hukum Perang oleh Amerika Serikat Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Penjara Abu Ghuraib, maka penulis menggunakan tingkat analisis reduksionis, yaitu ada hubungannya antara individu atau kelompok dengan Negara atau bangsa. Kelompok disini adalah pemerintahan Amerika Serikat dan militernya sedangkan negara atau bangsa adalah Afganistan dan Irak.
2. Metode Penelitian
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu, sebagai metode yang digunakan untuk mengkorelasikan suatu peristiwa yang berlaku yang ada pada masa sekarang terhadap suatu objek. Yang berlaku tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam hal ini kaitannya dengan kebijakan Amerika Serikat dalam menginvasi Afganistan dan Irak serta pelanggaran Hak Asasi Manusianya terhadap para tahanan di Abu Ghuraib Irak. Yang akan dianalisis dari perspektif hukum perang.
3. Teknik Pengumpulan Data

 Dalam menganalisis, penulis mengolah data dari sumber-sumber yang mudah didapat dari buku-buku ilmiah, buku jurnal ilmiah, makalah seminar yang berkaitan dengan judul Skripsi, jurnal ilmiah online, artikel, opini, dan media cetak.
 Penulis memperoleh data dengan mengolah data sekunder, yaitu dengan mempelajari dokumen dan data-data yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berkaitan serta dari media-media. Dari data yang diperoleh penulis kemudian  menganalisisnya.
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian
1. Lokasi Penelitian

 Adapun tempat yang menjadi rujukan untuk penulisan Skripsi ini adalah:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan
      Jl. Lengkong Besar No. 68  Post: 40261.
2.   Perpustakaan HI Universitas Padjadjaran

                        Jl. Raya Jatinangor KM 21 Bandung-Sumedang 
                  3.   Perpustakaan Universitas Parahyangan
                        Jl. Ciumbuleuit Bandung.
 
      4. Centre For Strategic and International Studies (CSIS)

 

Jl. Tanah Abang III No. 23-27.
2. Lamanya Penelitian

 Untuk waktu yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan Skripsi ini dimulai pada Bulan Desember 2006 sampai Bulan Mei 2007. Adapun untuk pelaksanaan kegiatannya yang secara detail untuk melihat daftar tabel pada lampiran berikutnya.
	BAB II
	PELANGGARAN PASAL-PASAL HUKUM PERANG YANG TERMUAT PADA KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 DAN PROTOKOL I TAHUN 1977 OLEH AMERIKA SERIKAT
Di dalam bab ini diuraikan mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap invasinya ke Afganistan dan Irak yang akan dianalisis dari perspektif hukum perang sebagai variabel bebas atau variabel penjelas.



	BAB III:
	KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PENJARA ABU GHURAIB SEBAGAI INDIKATOR PELANGGARAN HUKUM PERANG KONVENSI JENEWA III PASAL 4 TAHUN 1949 OLEH MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG
Di dalam bab ini akan diuraikan bagaimana dampak dari kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dan militernya yang berada di Afganistan dan Irak khususnya. Yang sudah mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah, dan khususnya terkait dengan penyiksaan tahanan perang di penjara Abu Ghuraib Irak. Sebagai variabel terikat atau yang menjadi variabel yang dipengaruhi.


	BAB IV:
	IMPLIKASI PELANGGARAN HUKUM PERANG OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PENJARA ABU GHURAIB DALAM INVASINYA KE AFGANISTAN DAN IRAK
Pada bab ini akan diuraikan mengenai jawaban bahwa memang Amerika Serikat benar-benar melanggar hukum perang yang sudah ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 dengan pasal-pasalnya dan Protokol I 1977 dengan pasal-pasalnya. Khususnya pada Konvensi Jenewa III pasal 4 1949 tentang hak-hak tahanan perang yang juga dilanggar pada peristiwa penyiksaan tahanan perang di Abu Ghuraib Irak.



	BAB V:
	KESIMPULAN

Pada bab penutup ini dijelaskan tentang permasalahan yang ada dari jawaban pada bab IV bahwa Kebijakan Amerika Serikat memang dinilai sudah melanggar hukum perang, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Atas kebijakannya untuk menginvasi Afganistan dan Irak. Karena banyak dampak buruk yang terjadi. Baik itu banyaknya korban warga sipil, militer, dan penyiksaan tahanan perang.
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